
 

 

 

 

 

 

 

 

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

 

NOMOR 1102/DJU/SK.DL1.10/VIII/2025 

 

TENTANG 

 

PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN TEKNIS 

PELAYANAN HUKUM DISABILITAS 

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 

 

 

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 

 

 

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 dan 

dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Umum Nomor 1692/ DJU/ SK/ 

PS.00/12/ 2020, setiap pengadilan diharapkan mampu 

memberi akomodasi dan layanan yang layak bagi seluruh 

penyandang disabilitas; 

b. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas diperlukan adanya akomodasi 

yang layak sehingga penyandang disabilitas terlindungi 

dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan dan segala 

tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi 

manusia; 

c. bahwa untuk keseragaman pemahaman mengenai 

pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang 

disabilitas perlu disosialisasikan pedoman yang sudah 

ditetapkan tersebut dalam suatu bimbingan teknis; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada point a, b, dan c, maka perlu ditunjuk nama-nama 

dalam keputusan ini untuk menjadi peserta dalam 

bimbingan teknis pelayanan hukum disabilitas. 
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Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN 

UMUM TENTANG PENUNJUKAN PESERTA BIMBINGAN 

TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS DI 

LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 

2025. 

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada lampiran 

Surat Keputusan ini sebagai Peserta pada kegiatan 

Bimbingan Teknis Pelayanan Hukum Disabilitas Tahun 

Anggaran 2025. 

KEDUA : Peserta dibebas tugaskan dari pekerjaan selama 

mengikuti kegiatan tersebut, mulai tanggal 20 s.d 22 

Agustus 2025. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan 

tugas tersebut dibebankan sepenuhnya pada DIPA 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 

Anggaran 2025, Nomor SP  DIPA-005.03.1.097450/2025 

tanggal 2 Desember 2024. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2011 tentang 

Pengesahan Convention On The Rights Of Persons 

With. Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi 

Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan 

pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Akomodasi Yang layak untuk Penyandang Disabilitas 

dalam Proses Peradilan; 

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang 

Komisi Nasional Disabilitas; 

6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Bagi 

Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan 

Pengadilan Negeri; 

7. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum 

Nomor 432/DJU/PS.00/4/2020 tanggal 23 April 

2020 tentang Survei Layanan Disabilitas di 

Pengadilan Negeri. 

 

 

M E M U T U S K A N: 

 

 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

 

 

 

 

KEEMPAT 

 

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 

ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Jakarta.                                                                            

Pada 6 Agustus 2025 

 

 

 

 

 

 

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

2. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum 

3. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya 
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Lampiran I 
Keputusan Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Umum 
Nomor     1102/DJU/SK.DL1.10/VIII/2025   
Tanggal   6 Agustus 2025 

 

 

PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS 

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 

SECARA LURING 

 

 

NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

1.  

RADEN HERU KUNTODEWO, S.H., 

M.H. 

NIP. 196908101996031001 

IV/d Wakil Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Surabaya Kelas 

IA Khusus 

 

2.  
RIDWAN, S.H., M.H. 

NIP. 196907061996031002 
IV/d Wakil Ketua 

 

Pengadilan 

Negeri Sidoarjo 

Kelas IA 

Khusus 

3.  
BUDIANSYAH, S.H., M.H 

NIP. 196603121996031002 
IV/d Ketua 

Pengadilan 

Negeri Jember 

4.  

CYRILLA NUR ENDAH 

SULISTYANINGRUM, S.H., M.H 

NIP. 196910281996032002 

IV/d Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Tulungagung 

5.  
ACHMAD RIFAI, S.H., M.H 

NIP. 196807071996031002 
IV/d Ketua 

Pengadilan 

Negeri Gresik 

6.  

 

Dr. H. AKHMAD FIJIARSYAH JOKO 

SUTRISNO, S.H., M.H. 

NIP. 197111011993031002 

 

IV/d Ketua 

 

 

Pengadilan 

Negeri Malang  
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NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

7.  Dr. HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H. 

NIP. 197412131999032002 

IV/c Ketua Pengadilan 

Negeri Jakarta 

Pusat Kelas IA 

Khusus 

8.  

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI 

WIDJA, S.H, M.H. 

NIP. 197107031999032003 

IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri 

Mojokerto 

9.  
EDI SUBAGIYO, S.H., M.H 

NIP. 197406151993031001 
IV/c Ketua 

Pengadilan 

Negeri Kab 

Kediri 

10. 
BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. 

NIP. 197812142002121005 
IV/b Ketua 

 

Pengadilan 

Negeri Bangil 

11. 
BYRNA MIRASARI, S.H.,M.H. 

NIP. 197602052001122001 
IV/b Ketua  

Pengadilan 

Negeri 

Pasuruan 

12. 

MELLINA NAWANG WULAN, S.H., 

M.H. 

NIP. 198005202002122006 

IV/b Ketua 

 

Pengadilan  

Negeri 

Probolinggo 

13. 
PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H. 

NIP. 197909282001121002 
IV/b Ketua 

 

Pengadilan 

Negeri 

Kraksaan 

 

14. 
DANANG UTARYO, S.H., M.H. 

NIP. 197910162002121001 
IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Bangkalan 

15. 
ALI SOBIRIN, S.H., M.H. 

NIP. 197707212001121003 
IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Lamongan 
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NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

16. 

Dr. BOEDI HARYANTHO, S.H., M.H 

NIP. 197602072001121004 
IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri Madiun 

17. 

RATNA MUTIA RINANTI, S.H., 

M.Hum 

NIP. 197711222002122001 

IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri Sampang 

18. 
JITU NOVE WARDOYO, S.H. 

NIP. 197111251992031002 
IV/c Sekretaris 

 

Pengadilan 

Negeri 

Surabaya 

19. 
IBNU SOLA, S.H., M.M. 

NIP. 196709071993031001 
IV/b Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Gresik 

20. 
KUKUH MACHMUDI, S.H., M.M. 

NIP. 197411282001121002 
IV/b Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Mojokerto 

21. 
SYAHRIR, S.T., S.H. 

NIP. 197006222006041001 
IV/a Sekretaris 

 

Pengadilan 

Negeri Sidoarjo 

22. 
INDRI DARYASTUTI, S.E., S.H. 

NIP. 198011202011012005 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Malang 

23. 
BUDI ISWANDIONO, S.E. 

NIP. 197507222009121002 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Kraksaan 

24. 
DWI PRAWIRO ARIANTO, S.H. 

NIP. 198105052005021001 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Kepanjen 

25. 

DEWI BUDIANI HENDRAWAN, 

S.Kom., M.MSi 

NIP. 197804092009122001 

IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Kab 

Kediri 

26. 
ADI SUTRISNO, S.sos. 

NIP. 197501062000121001 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Bangkalan 
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NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

27. 
ADVEN EDO PRASETYA, S.Kom. 

NIP. 199412012020121010 
III/b 

Pranata 

Komputer 

Ahli Pertama 

Direktorat 

Jenderal Badan 

Peradilan 

Umum 

28. AHMAD SUBEKTI, S.H. - 
Staf Tata 

Usaha 

Direktorat 

Jenderal Badan 

Peradilan 

Umum 

29. 
PEJABAT/PEGAWAI KEJAKSAAN 

NEGERI MALANG 
  

Kejaksaan 

Negeri Malang 

30. ADVOKAT / POSBAKUM    

Posbakum 

Pengadilan 

Negeri Malang 
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Lampiran II 
Keputusan Direktur Jenderal 
Badan Peradilan Umum 
Nomor     1102/DJU/SK.DL1.10/VIII/2025 
Tanggal   6 Agustus 2025 

 

 

PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAYANAN HUKUM DISABILITAS 

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 

SECARA DARING 

 

 

NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

1.  

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H., 

M.H 

NIP. 197810182002121003 

IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri Tuban  

2.  

Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, 

S.H., S.Fil., M.H 

NIP. 197701242000031003 

IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri 

Banyuwangi 

3.  
ACHMAD RASJID, S.H. 

NIP. 197409152000031001 
IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri 

Situbondo 

4.  
JAMUJI, S.H., M.H 

NIP. 196908101990031006 
IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri Nganjuk 

5.  

DERMAN PARLUNGGUAN NABABAN, 

S.H., M.H 

NIP. 197103251993031001 

IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri Blitar 

6.  
Dr. RIMDAN, S.H, M.H 

NIP. 197302011993031003 
IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri Ponorogo 

7.  
RAHMAT SANJAYA, S.H., M.H 

NIP. 197904052001121003 
IV/c Ketua  

Pengadilan 

Negeri 

Pamekasan 

8.  
REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. 

NIP. 197909022001122001 
IV/b Ketua 

 

Pengadilan  

Negeri 

Lumajang 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

 

 

NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

9.  

Dr. WISNU WIDIASTUTI, S.H., 

M.Hum 

NIP. 197512052001122001 

IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Bojonegoro 

10. 
DIAN NUR PRATIWI, S.H., M.H.Li. 

NIP. 198101082003122001 
IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Trenggalek 

11. 
BENEDICTUS RINANTA, S.H 

NIP. 197807172003121001 
IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri Pacitan 

12. 

VENI MUSTIKA ENDRIASTUTI 

TRIYOGI OKTAVIANI, S.H., M.H 

NIP. 197810152002122004 

IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri Ngawi 

13. 
MAYASARI OKTAVIA, S.H., M.H 

NIP. 197710232001122004 
IV/b Ketua 

Pengadilan 

Negeri Magetan 

14. 
Dr. PANDU DEWANTO, S.H., M.H 

NIP. 197205262006041001 
IV/b Wakil Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Kab.Madiun 

15. 
BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H. 

NIP. 197904302002121006 
IV/b Wakil Ketua 

Pengadilan 

Negeri Kediri 

16. 

CHRISTO EVERT NATANAEL 

SITORUS, S.H., M.Hum 

NIP. 197912122003121001 

IV/b Wakil Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Bondowoso 

17. 
WAHYU WIDODO, S.H., M.H 

NIP. 197703072001121001 
IV/b Wakil Ketua 

Pengadilan 

Negeri Jombang 

18. 
ANDRI LESMANA, S.H., M.H. 

NIP. 197708102007041001 
IV/a Wakil Ketua 

Pengadilan 

Negeri 

Sumenep 

19. 
AGUS PURNOMO, S.H. 

NIP. 196708221994031003 
IV/b Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Jember 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

 

 

NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

20. 
MUHAMMAD SUGIANTO, S.E. 

NIP. 197304182000121002 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Sumenep 

21. 
MUKSAN, S.H., M.H 

NIP. 197010051993031004 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Tuban 

22. 
ARTHA ANDI PRILASARI, S.H., M.H 

NIP. 198101062001011001 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Bojonegoro 

23. 
WIDI NUGROHO, S.E., M.B.A. 

NIP. 197806142005021003 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Bondowoso 

24. 
ANDI WILSAN, S.T 

NIP. 197601212006041004 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Kediri 

25. 
GATOT PARMUJIANTO, S.H 

NIP. 197109251993031001 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Tulungagung 

26. 
ARIS SUSILO, S.T 

NIP. 198211182009041003 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Madiun 

27. 
AGUS PRIYANTO, S.H 

NIP. 196908141994031001 
IV/a Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Pamekasan 

28. 

MOCHAMAD FAJAR ANDRIANTO, 

S.H. 

NIP. 198404202006041003 

III/d Sekretaris  

 

Pengadilan 

Negeri Bangil 

29. 
JOELIANTO, S.H. 

NIP. 197207221993031004 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Pasuruan 

30. 
HARI YULIANTO, S.E. 

NIP. 198207272009041004 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Probolinggo 

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



 

 

 

NO N A M A 
GOL

/RG 
JABATAN SATKER 

(1) (2) (4) (5) (6) 

31. 
SLAMET SOEGIHARTO 

NIP. 196904171991031001 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Lumajang 

32. 
MARJI, S.H 

NIP. 197605112000031003 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Lamongan 

33. 
ARI EFENDI, S.H., M.H 

NIP. 198209122006041002 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Nganjuk 

34. 
DIANA SETYAWATI, S.E., M.M 

NIP. 197912102009122001 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri 

Trenggalek 

35. 
EKO SABDO BAYU, S.H 

NIP. 197202191994031001 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Pacitan 

36. 
SIGIT WIDYO WIJAYANTO, S.Sos 

NIP. 198205292009041002 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Ngawi 

37. 
PERMANA LESTARI, S.H 

NIP. 196801281999032002 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Magetan 

38. 
NANI SRI ISDAWATI NINGSIH, S.H 

NIP. 197112081999032004 
III/d Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Sampang 

39. 
ANI ROSE MIYANTI, S.H 

NIP. 198404112009042010 
III/c Sekretaris 

Pengadilan 

Negeri Kab 

Madiun 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 6 Agustus 2025 
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